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ABSTRACT

The aim of this research is to examine the influence of disclosure policy and information
transparency on the quality of sustainability reports, as well as to analyze the role of audit committee
independence as a factor moderating this relationship.

The population used in this research are all banking companies listed on the Indonesia Stock
Exchange (IDX), totaling approximately 48 companies as of 2024. The data collection method
employed was purposive sampling, carried out based on specific criteria, namely banking companies
consistently publishing sustainability reports. The research method utilized is multiple regression
analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) with secondary data obtained from the annual
reports and sustainability reports of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange
(IDX) and supporting data from Bloomberg, covering the period of 2022-2024.

The results of the analysis indicate that both disclosure policy and information transparency
have a significant positive effect on the quality of sustainability reports. Furthermore, the audit
committee independence is proven to strengthen the relationship, between disclosure policy and
sustainability report quality, whereas it weakens the relationship between information transparency
and sustainability report quality.

Keywords: Disclosure policy, information transparency, quality of sustainability reports, audit
committee independence.

PENDAHULUAN

Kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan mendorong banyak perusahaan dari
berbagai bidang untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance
(ESG) dalam kegiatan bisnis mereka. Salah satu langkah yang dianggap penting dalam penerapan
ESG adalah menyusun laporan keberlanjutan, yang berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk
menunjukkan performa mereka dalam aspek finansial, ekologi, serta kemasyarakatan yang ditujukan
bagi seluruh pihak berkepentingan (stakeholders) (GRI, 2021; Hahn & Kihnen, 2013). Di sektor
perbankan, sustainability report tidak semata-mata berperan sebagai alat akuntabilitas sosial, tetapi
juga menjadi alat untuk mengelola risiko terkait lingkungan dan sosial dari kegiatan pembiayaan
bank (Gabriel-Odom et al., 2024).

Kualitas laporan keberlanjutan kini telah menjadi salah satu indikator untuk menilai seberapa
besar komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Terdapat perbedaan
yang cukup besar dalam standar dan cara-cara pelaporan keberlanjutan, yang dapat terlihat jelas baik
antarperusahaan maupun antarnegara (Kili¢ & Kuzey, 2019). Di Indonesia, implementasinya masih
menghadapi kendala kompleksitas pengukuran dampak tidak langsung (financed emissions) dan
kurangnya pedoman teknis yang seragam, sehingga menciptakan variasi kualitas pelaporan yang
signifikan antar bank (OJK, 2021). Walaupun praktik pelaporan keberlanjutan terus mengalami
perkembangan seiring waktu, banyak bank dengan modal inti yang lebih kecil (kategori KBMI 1 dan
2) yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran atau kemampuan untuk menghasilkan laporan
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keberlanjutan yang berkualitas. Akibatnya, terdapat kesenjangan yang besar antara bank dengan
modal inti besar (KBMI 4) dengan bank dengan modal inti lebih kecil.

Perbedaan kualitas laporan keberlanjutan di Indonesia mengindikasikan bahwa standar
pelaporan di Indonesia masih belum seragam, yang berpotensi menciptakan asimetri informasi di
antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian mengenai determinan yang memengaruhi
kualitas laporan keberlanjutan di sektor perbankan menjadi sangat penting. Penelitian ini berusaha
membedakan kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi untuk mengetahui manakah yang
lebih berpengaruh berkaitan dengan kualitas penyampaian informasi keberlanjutan pada industri
perbankan nasional.

Berbagai studi sebelumnya mengungkapkan bahwa kualitas laporan keberlanjutan
ditentukan oleh berbagai faktor sejumlah aspek internal dan eksternal, termasuk praktik sistem
pengelolaan korporasi yang optimal serta dorongan dari pihak berkepentingan, dan regulasi yang
ditetapkan pemerintah (Michelon & Parbonetti, 2015). Perusahaan dengan struktur tata kelola yang
lebih baik, termasuk keberagaman dewan, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional,
dan komite yang efektif, cenderung menghasilkan laporan yang lebih berkualitas (Correa-garcia et
al., 2020; Dewi & Pitriasari, 2019; Guida et al., 2022).

Sektor perbankan memiliki karakteristik yang kompleks, salah satunya adalah kewajiban
yang mengharuskan bank untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial (Environmental and Social
Risk/ESR) dari pinjaman yang mereka salurkan (financed emissions), serta sangat peka terhadap
risiko reputasi, sehingga kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi tidak hanya sebagai
bentuk kepatuhan, tetapi juga bagian dari strategi manajemen risiko. Namun, penelitian yang menguiji
pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kualitas laporan keberlanjutan di sektor ini masih terbatas.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan studi mendalam
tentang bagaimana kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi memengaruhi kualitas
laporan keberlanjutan di sektor perbankan Indonesia. Kebijakan pengungkapan dalam konteks
perbankan merupakan suatu kebijakan yang mengatur sejauh mana bank memiliki pedoman formal
dan terdokumentasi untuk menyampaikan data yang mencakup aspek finansial dan non-finansial,
baik secara wajib maupun sukarela kepada masyarakat. Transparansi informasi berkaitan dengan
tingkat keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi penting dan akurat mengenai
aktivitas sosial serta dampak lingkungannya, sekaligus memperlihatkan komitmen manajemen dalam
menerapkan prinsip-prinsip ESG (Gémez-gonzalez et al., 2025).

Penelitian ini juga menempatkan independensi komite audit sebagai faktor penguat yang
mampu memoderasi keterkaitan antar kebijakan pengungkapan, transparansi informasi, dan kualitas
laporan keberlanjutan pada sektor perbankan. Mekanisme moderasi independensi komite audit
diduga bekerja secara berbeda dalam memperkuat kedua hubungan yang diuji. Peran independensi
komite audit sebagai variabel moderasi dinilai penting karena temuan penelitian terdahulu tentang
faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan sering kali tidak konsisten.

Studi ini berfokus pada industri perbankan yang tercatat di BEI periode 2022-2024, dengan
pertimbangan bahwa sektor ini memiliki regulasi yang ketat, khususnya melalui POJK No.
51/POJK.03/2017 yang secara eksplisit mewajibkan bank untuk menerbitkan laporan keberlanjutan.
Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan
pengungkapan dan transparansi informasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada sektor
perbankan Indonesia, serta menguji peran independensi komite audit sebagai variabel moderasi yang
memperkuat hubungan tersebut. Selain itu, studi ini diharapkan memperkaya kajian ilmiah mengenai
sustainability reporting dan corporate governance perbankan, serta menjadi acuan praktis bagi
perbankan Indonesia dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bagian ini memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian, kerangka pemikiran yang
menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, serta pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Keagenan

Teori Keagenan memfokuskan pada hubungan antara pihak yang memiliki wewenang
(prinsipal) serta pihak yang memperoleh mandat untuk bertindak (agen). Hubungan ini muncul
karena para pemilik modal seringkali tidak punya keahlian atau waktu yang cukup untuk mengelola
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perusahaan sehari-hari, sehingga mereka menunjuk manajemen untuk menjalankan perusahaan atas
nama mereka (Jensen & Meckling, 1976). Asumsi dasar meliputi self-interest, bounded rationality,
dan asymmetry of information, yang menimbulkan konflik kepentingan dan biaya keagenan.

Dalam penelitian ini, teori keagenan sangat relevan karena menjelaskan bagaimana
manajemen (sebagai agen) memiliki kebebasan dalam menetapkan jenis data yang akan dipilih dan
disampaikan dalam proses pelaporan (kebijakan pengungkapan) dan bagaimana informasi tersebut
akan disajikan (transparansi informasi), yang memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.

Independensi komite audit berperan sebagai mekanisme moderasi dalam mengurangi
kecenderungan manajemen untuk bertindak demi kepentingan sendiri dan menjamin bahwa pelaporan
berkelanjutan memberikan data yang tepat, sesuai kebutuhan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Keberadaan komite audit independen diharapkan membantu mengharmoniskan tujuan antara pemilik
dan pengelola dalam konteks pengungkapan informasi keberlanjutan di sektor perbankan yang terdaftar
di BEI.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema.
Penelitian ini  menggunakan variabel dependen kualitas laporan  keberlanjutan, variabel
independen kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi, serta variabel moderasi independensi
komite audit.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Kebijakan 5 H1 ()

Pengungkapan T
~~ .
_H""'--M.T Kualitas Laporan
- Keberlanjutan
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Perumusan Hipotesis

Pengaruh Kebijakan Pengungkapan Terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Secara konseptual, penerapan kebijakan pengungkapan yang terstruktur dan komprehensif
diyakini akan meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan perbankan di BEI. Kebijakan
ini berfungsi untuk memberikan panduan yang jelas dalam menentukan jenis informasi keberlanjutan
yang perlu diungkapkan, format penyajian, frekuensi pelaporan, serta standar yang digunakan, sesuai
dengan regulasi OJK dan standar internasional seperti GRI. Dengan adanya panduan dan struktur
kebijakan yang jelas, perusahaan perbankan cenderung akan menyajikan informasi yang lebih
relevan, konsisten, dan dapat dengan jelas dimengerti oleh seluruh pihak yang berkepentingan
terhadap organisasi tersebut.

Dalam perspektif teori keagenan, kebijakan pengungkapan membantu mengurangi asimetri
informasi dan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian
terdahulu mendukung bahwa kebijakan pengungkapan formal secara signifikan meningkatkan
kualitas pelaporan keberlanjutan (Chang et al., 2019; Gerwing et al., 2022; Gomez-gonzélez et al.,
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2025; Hahn & Kihnen, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama pada penelitian
ini yaitu:

H1: Kebijakan Pengungkapan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.

Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Dalam perspektif konseptual, tingkat transparansi informasi yang tinggi dalam pelaporan
keberlanjutan diyakini akan meningkatkan kualitas laporan tersebut pada perusahaan perbankan di
BELI. Ketika perusahaan menyajikan informasi keberlanjutan dengan terbuka, jelas, mudah diakses,
dan akurat, para pihak-pihak terkait seperti pelanggan, penanam modal, otoritas pengawas, serta
publik luas mampu lebih memahami dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan secara
komprehensif. Transparansi mengurangi ketidakpastian informasi dan meningkatkan akuntabilitas
perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi yang ditimbulkan.

Pendekatan ini didukung oleh Teori Keagenan, yang menekankan pentingnya mengurangi
ketimpangan akses informasi antara pihak pengelola dan pemilik kepentingan utama (Jensen &
Meckling, 1976). Penelitian terdahulu membuktikan korelasi positif transparansi dengan kualitas
pelaporan (Correa-garcia et al., 2020; Gomez-gonzélez et al., 2025; Hahn & Kiihnen, 2013).
Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Transparansi Informasi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.

Peran Moderasi Independensi Komite Audit dalam Hubungan Kebijakan Pengungkapan
terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Kebijakan Pengungkapan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan Keberadaan komite
audit yang independen diyakini dapat memperkuat efektivitas kebijakan pengungkapan dalam
mendorong peningkatan kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan perbankan di BEI. Komite
audit independen yang bebas dari pengaruh manajemen internal menjadikannya pihak yang objektif
dalam menjalankan fungsi pengawasan audit dan pelaporan, sesuai dengan peraturan OJK yang
mewajibkan komite audit independen di bank. Pengawasan aktif dari komite audit independen dapat
mendorong perusahaan perbankan untuk melaksanakan pengungkapan lebih dari sekadar memenuhi
kewajiban minimum.

Berdasarkan teori keagenan, komite audit independen berfungsi sebagai pengendali konflik
kepentingan antara manajemen dan pemilik modal (Jensen & Meckling, 1976). Studi empiris
mendukung peran moderasi independensi komite audit (Gerwing et al., 2022; Lusmeida & Amelia,
2023; Santonastaso et al., 2025). Didasarkan pada penjelasan tersebut, hipotesis ketiga dari penelitian
ini adalah:

H3: Independensi Komite Audit Memperkuat Pengaruh Positif Kebijakan Pengungkapan terhadap
Kualitas Laporan Keberlanjutan.

Peran Moderasi Independensi Komite Audit dalam Hubungan Transparansi Informasi
terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Pajak tangguhan dapat berdampak signifikan terhadap beban pajak secara keseluruhan, yang
terdiri Kehadiran komite audit yang independen diperkirakan mampu meningkatkan fungsi
transparansi informasi dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan
perbankan di BEI. Komite audit yang otonom, sebagai entitas yang memegang peran kontrol audit
dan pelaporan, berperan dalam memastikan akuntabilitas perusahaan. Keberadaan komite audit yang
independen mampu memotivasi manajemen agar tidak sebatas menyampaikan informasi secara
terbuka, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut akurat, relevan, dan disajikan melalui
metode yang sederhana untuk dimengerti oleh seluruh pihak terkait.

Argumen ini didukung oleh Teori Keagenan, yang menyatakan bahwa komite audit
independen memiliki tugas untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku
kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian terdahulu mengonfirmasi efek moderasi
independensi komite audit yang memperkuat hubungan transparansi terhadap kualitas pelaporan
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(Aprianti et al., 2022; Santonastaso et al., 2025). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis
keempat pada penelitian ini adalah:

H4: Independensi Komite Audit Memperkuat Pengaruh Positif Transparansi Informasi terhadap
Kualitas Laporan Keberlanjutan.

METODE PENELITIAN
Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan
beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Variabel Penelitian
Studi ini mencakup tiga jenis variabel yakni variabel independen, variabel dependen, serta
variabel moderasi.

Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keber;anjutan

Kualitas laporan keberlanjutan didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian dengan prinsip-
prinsip pelaporan praktik berkelanjutan yang optimal meliputi dimensi finansial, ekologis, serta
kemasyarakatan (triple bottom line), sesuai dengan standar GRI (Elkington, 2001; GRI, 2021).
Kualitas laporan Kkeberlanjutan sebagai variabel dependen diukur menggunakan indeks
pengungkapan (disclosure index) berdasarkan content analysis terhadap laporan keberlanjutan
dengan mengacu pada kerangka GRI Standards 2021. Indeks ini mencakup 125 item pengungkapan
yang meliputi GRI 2: Pengungkapan Umum, GRI 3: Topik Material, serta kategori ekonomi (GRI
200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GR1400). Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan dengan
jelas dan sesuai standar, serta skor 0 jika tidak diungkapkan. Nilai akhir dihitung dengan rumus:

Y. item yang diungkapkan
125

Indeks Kualitas =

Variabel Independen 1: Kebijakan Pengungkapan

Kebijakan pengungkapan merujuk pada perdoman formal perusahaan terkait pengaturan
jenis, tingkat, frekuensi, dan format pengungkapan informasi keberlanjutan (Gray et al., 1995).
Kebijakan pengungkapan diukur menggunakan indikator dummy dengan nilai 1 apabila perusahaan
memenuhi ketiga elemen secara bersamaan: (1) pernyataan komitmen perusahaan yang spesifik
terhadap pengungkapan keberlanjutan, (2) penggunaan standar pelaporan yang diakui seperti GRI,
SASB, TCFD, atau POJK, serta (3) tersedianya laporan keberlanjutan terpisah atau bagian khusus
keberlanjutan dalam laporan tahunan; dan nilai 0 apabila salah satu atau lebih elemen tidak terpenuhi.

Variabel Independen 2: Transparansi Informasi

Transparansi informasi berfokus pada aksesibilitas, kedetailan, dan dapat diverifikasinya
informasi ESG oleh pihak independen. Transparansi informasi diukur menggunakan ESG Disclosure
Score dari Bloomberg Terminal dengan rentang 0—100. Skor ini mencakup indikator yang lebih luas,
tidak hanya apa yang diungkapkan, tetapi juga kedetailan data ESG yang dilaporkan, adanya
verifikasi oleh pihak ketiga independen, dan ketersediaan informasi di situs perusahaan.

Variabel Moderasi: Independensi Komite Audit

Independensi komite pengawas internal mencerminkan sejauh mana mereka bersikap netral
dalam melaksanakan tugas pengendalian pelaporan keuangan dan non-keuangan, tanpa tekanan dari
manajemen internal. Independensi komite audit (variabel moderasi) diukur dengan persentase
anggota independen dibandingkan keseluruhan anggota komite audit. Berdasarkan POJK No.
55/POJK.04/2015, komite audit wajib terdiri atas sedikitnya tiga anggota yang mencakup komisaris
non-afiliasi dan pihak eksternal yang bebas dari keterkaitan apapun dengan perusahaan.

Populasi dan Sampel

Cakupan objek penelitian meliputi seluruh entitas perbankan yang tercatat pada Bursa Efek
Indonesia dalam kurun waktu 2022-2024. Karakteristik utama dari populasi ini adalah status mereka
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sebagai perusahaan perbankan publik yang bertanggung jawab untuk mengumumkan laporan
keuangan dan laporan keberlanjutan secara periodik, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan
oleh OJK serta standar BEI. Jumlah populasi penelitian adalah 48 perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI pada periode tersebut. Proses penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive
sampling dengan kriteria:
1. Bank yang tercatat secara berkelanjutan di BEI sepanjang periode penelitian 2022—-2024.
2. Perusahaan perbankan yang secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan serta
laporan keberlanjutan selama masa penelitian.
3. Perusahaan memiliki ketersediaan data yang memadai pada Bloomberg Terminal untuk
mengukur semua variabel penelitian.
4. Perusahaan perbankan tidak dalam status suspensi perdagangan saham atau proses delisting
dari BELI.

Berdasarkan proses seleksi tersebut, diperoleh 25 perusahaan perbankan sebagai sampel
akhir penelitian dengan periode pengamatan selama 3 tahun (2022-2024), sehingga total data
pengamatan menjadi 75 laporan. Sampel ini mencerminkan bank yang konsisten melakukan
pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk, PT Bank
Central Asia Tbk, serta PT Bank Mandiri (Persero) Thk, beserta beberapa bank lainnya yang
memenuhi Kriteria penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda
dan Moderated Regression Analysis (MRA). Asumsi Kklasik diuji melalui uji normalitas
(Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (Tolerance dan VIF), uji autokorelasi (Durbin-
Watson), dan uji heteroskedastisitas (scatterplot). Pengujian hipotesis menggunakan uji t (parsial),
uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R?) dengan bantuan SPSS versi 27. Model regresi linear
berganda dan model MRA yang digunakan adalah:

Persamaan 1 (Regresi Linear Berganda)
KLK =fo+ i KP + B Tl + ¢
Persamaan 2 (Moderated Regression Analysis)
KLK = fo + B1 KP + 2 TI + s IKA + B« (KP % IKA) + Bs (TI x IKA) + e
Keterangan:

KLK : Kualitas Laporan Keberlanjutan
KP : Kebijakan Pengungkapan

TI : Transparansi Informasi
IKA  :Independensi Komite Audit
Bo - Nilai Konstanta

B:—Ps : Koefisien regresi masing-masing variabel
e : Koefisien error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses pemilihan sampel serta temuan
penelitian yang mencakup analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian model melalui
regresi linear berganda serta regresi moderasi.

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan
keberlanjutan, dan Bloomberg. Populasi penelitian terdiri dari perusahaan perbankan yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Metode purposive sampling digunakan dalam
penentuan sampel sehingga diperoleh 25 perusahaan dengan total 75 observasi dengan langkah-
langkah pemilihan sampel berdasarkan kriteria berikut:
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Tabel 1
Pemilihan Sampel
No Kriteria Sampel Penelitian Jumlah Perusahaan
1. Perusahaan perbankan terdaftar secara konsisten di Bursa Efek 48
Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2022-2024.
2. Perusahaan perbankan secara konsisten menerbitkan laporan 2

tahunan dan laporan keberlanjutan yang dapat diakses secara publik
selama periode penelitian.

3. Perusahaan perbankan memiliki ketersediaan data laporan a7
keuangan yang lengkap untuk mengukur semua variabel penelitian

4. Perusahaan perbankan tidak dalam status suspensi perdagangan (4)
saham maupun proses delisting dari BEI selama periode penelitian.
Jumlah sampel akhir penelitian 25

Sumber: Data diolah, 2026

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan ilustrasi menyeluruh terhadap data
dari masing-masing variabel penelitian. Pada tabel 2, variabel kebijakan pengungkapan
menunjukkan bahwa dari 75 perusahaan sampel, sebanyak 61 perusahaan (81,33%) telah memenuhi
seluruh elemen kebijakan pengungkapan keberlanjutan, sementara 14 perusahaan sisanya (18,67%)
belum memenuhi satu atau lebih elemenal ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan
perbankan telah memiliki kebijakan pengungkapan keberlanjutan yang komprehensif.

Tabel 2
Tabel Distribusi Frekuensi
Frequency Percent Cumulative Percent
Valid .00 14 18.7% 18.7%
1.00 61 81.3% 100.0%
Total 75 100.0%

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, variabel transparansi informasi, diperoleh nilai rata-rata sebesar
50,2420 dengan rentang nilai antara 34,53 hingga 66,48, yang mengindikasikan adanya variasi
tingkat transparansi antarperusahaan. Nilai standar deviasi sebesar 8,67612 menunjukkan tingkat
penyebaran data yang cukup tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik transparansi
informasi masih belum merata.

Selanjutnya, variabel kualitas laporan keberlanjutan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7549
yang menunjukkan bahwa secara umum kualitas laporan tergolong baik. Rentang nilai antara 0,56
hingga 0,91 serta standar deviasi yang relatif kecil (0,09003) mengindikasikan bahwa perbedaan
kualitas laporan antarperusahaan tidak terlalu signifikan.

Adapun variabel independensi komite audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,9268
dengan rentang 0,67 hingga 1,00. Nilai ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat
independensi komite audit tergolong tinggi. Standar deviasi sebesar 0,12769 menunjukkan bahwa
variasi antarperusahaan relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan
memiliki struktur komite audit yang independen.

Tabel 3
Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum  Mean Std. Deviation
Transparansi Informasi 75 3453 66.48 50.2420 8.67612
Kualitas Laporan Keberlanjutan 75 .56 91 .7549 .09003
Independensi Komite Audit 7% .67 1.00 .9268 12769

Valid N (listwise) 75
Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026
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Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan
program SPSS versi 27.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi
berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi
residual yang mendekati normal. alam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan
uji Kolmogorov—Smirnov (K-S), dengan kriteria bahwa data dianggap normal apabila nilai
signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05. Tabel 4 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil
pengujian diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200, sehingga dapat disimpulkan bahwa data
residual berdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual

N 75
Normal Parameters®® Mean .0000000
Std. Deviation .05010367
Most Extreme Differences Absolute .051
Positive .046
Negative -.051
Test Statistic .051
Asymp. Sig. (2-tailed)® .200¢

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan yang kuat antar variabel
independen dalam model regresi. Model analisis regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya
hubungan linear yang kuat antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat
indikator Tolerance serta VIF, dengan ketentuan tidak terjadi multikolinearitas apabila Tolerance
melebihi 0,10 dan VIF berada di bawah 10. Berdasarkan hasil pada tabel 5 menunjukkan nilai
Tolerance sebesar 0,839; 0,865; dan 0,892 serta nilai VIF sebesar 1,192; 1,156; dan 1,122, sehingga
dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF
(Constant)
Kebijakan Pengungkapan .839 1.192
Transparansi Informasi 865 1.156
Independensi Komite Audit 892 1.122

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara nilai residual pada
satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi dengan menggunakan Durbin-
Watson. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,940, dengan nilai
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batas bawah (dL) sebesar 1,5709 dan batas atas (dU) sebesar 1,6802. Nilai d yang lebih besar dari
dU (1,940 > 1,6802) menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi
Std. Error of the
Model R R Square  Adjusted R Square Estimate Durbin-Watson
1 NS 594 577 05117 1.940
Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari
residual pada setiap pengamatan. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami
heteroskedastisitas, artinya varians nilai sisa antar observasi menunjukkan kestabilan yang relatif
seragam (homoskedastisitas). Hasil menunjukkan titik-titik pada scatterplot menyebar secara acak di

sekitar angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi
heteroskedastisitas.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Seatterplot
Dependent Vanable: Kualitas Laperan Keberlanjutan

Hegresnm Studentzmd Rednl
.
:
.
-

i ’ 3 1

Regression Standardized Predicted Valoe

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh
kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi pada kualitas laporan keberlanjutan perusahaan

perbankan. Pengolahan data menggunakan SPSS 27 menghasilkan persamaan regresi linear
berganda sebagai berikut:

KLK = 0,152 + 0,066KP + 0,006TI + e

Tabel 7
Hasil Analisis Linear Berganda

Model Unstandardized Coefficients
B Std. Error
1 (Constant) 152 .024
Kebijakan Pengungkapan .066 .017
Transparansi Informasi .006 .001

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026
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Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian moderasi dilakukan dengan memasukkan variabel interaksi antara kebijakan
pengungkapan dan independensi komite audit (KPxIKA), serta transparansi informasi dan
independensi komite audit (TIxXIKA) ke dalam model regresi. Hasil pengolahan data membentuk
persamaan regresi moderasi sebagai berikut.

KLK = 0,295 + 0,077KP + 0,004 TI — 0,39611KA + 0,385 (KP x IKA) - 0,018(TI x IKA) + e

Tabel 8
Hasil Moderated Regression Analysis
Model Unstandardized Coefficients
B Std. Error
1 (Constant) .295 .016
Kebijakan Pengungkapan 077 .018
Transparansi Informasi .004 .001
Independensi Komite Audit -.396 .090
X1z .385 114
X2Z -.018 .006

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026

Uji Hipotesis

Hasil uji F menunjukkan nilai sebesar 13,999 dengan signifikansi 0,000, yang berarti model
dinyatakan layak dan seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keberlanjutan (Tabel 9. Hasil Uji F). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,471
mengindikasikan bahwa variabel dalam model mampu menjelaskan 47,1% variasi kualitas laporan
keberlanjutan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model (Tabel 10. Hasil Uji
Koefisien Determinasi). Ringkasan hasil pengujian seluruh hipotesis disajikan pada Tabel 12.

Tabel 9
Hasil Uji F
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 229 5 .046 13.999 .000°
Residual 222 69 .003
Total 452 74
Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026
Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 7122 507 471 .05720
Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026
Tabel 11
Hasil Uji t
Model Unstandardized Coefficients t Sig.
B Std. Error
1 (Constant) 295 .016 18.236 .000
Kebijakan Pengungkapan .077 .018 4.308 .000
Transparansi Informasi .004 .001 3.208 .002
X1Z .385 114 3.380 .001
X2z -.018 .006 -2.951 .004

Sumber: Data sekunder diolah SPSS, 2026
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Berdasarkan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan dalam penelitian, berikut ini
disajikan pembahasan dari masing-masing hipotesis penelitian:

Tabel 12
Hasil Kesimpulan Hipotesis
Hipotesis Prediksi Koefisien Sig. Kesimpulan
H1 Positif (+) 0,077 0,000 Diterima
H2 Positif (+) 0,004 0,002 Diterima
H3 Positif (+) 0,385 0,001 Diterima
H4 Positif (+) -0,018 0,004 Ditolak

Pengaruh Kebijakan Pengungkapan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Kebijakan pengungkapan memiliki koefisien 0,077 dengan nilai t 4,308 dan signifikansi 0,000 <
0,05, sehingga H1 diterima. Sebanyak 81,33% perusahaan sampel telah memenuhi ketiga elemen
kebijakan pengungkapan, yang mencerminkan bahwa mayoritas perusahaan perbankan telah
memiliki pedoman yang jelas dalam menyampaikan informasi keberlanjutan. Hal ini mendukung
penyusunan laporan yang lebih terstruktur dan konsisten sesuai standar GRI. Dalam perspektif teori
agensi, kebijakan pengungkapan yang baik mendorong manajemen untuk menyampaikan informasi
secara lebih transparan sehingga asimetri informasi dan konflik kepentingan dapat diminimalkan.
Temuan ini sejalan dengan Maria et al. (2019) dan Gerwing et al. (2022) yang menyatakan bahwa
mekanisme tata kelola keberlanjutan yang kuat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan.

Pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan

Transparansi informasi memiliki koefisien 0,004 dengan nilai t 3,208 dan signifikansi 0,002 < 0,05,
sehingga H2 diterima. Perusahaan dengan tingkat transparansi tinggi cenderung menghasilkan
laporan keberlanjutan yang lebih lengkap dan kredibel karena telah terbiasa menyampaikan
informasi kinerja dan aktivitasnya secara terbuka. Dalam kerangka teori agensi, transparansi yang
tinggi mempersulit manajemen untuk menyembunyikan kinerja yang kurang baik, sehingga
mendorong pelaporan yang lebih akuntabel. Hasil ini konsisten dengan Judijanto (2025), Michelon
& Parbonetti (2015), dan Chang et al. (2019) yang menemukan hubungan positif antara transparansi
informasi dan kualitas pelaporan keberlanjutan.

Peran Moderasi Independensi Komite Audit pada Hubungan Kebijakan Pengungkapan dan
Kualitas Laporan Keberlanjutan

Variabel interaksi KPxIKA memiliki koefisien positif 0,385 dengan nilai t 3,380 dan signifikansi
0,001 < 0,05, sehingga H3 diterima. Keberadaan komite audit yang independen memperkuat
pengaruh kebijakan pengungkapan terhadap kualitas laporan keberlanjutan, karena pengawasan yang
objektif mendorong kebijakan pengungkapan diterapkan secara konsisten, bukan sekadar formalitas
kepatuhan regulasi. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa mekanisme
pengawasan yang efektif dapat meredam konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik
perusahaan, sebagaimana didukung oleh Buallay & Al-Ajmi (2020) dan Santonastaso et al. (2025).

Peran Moderasi Independensi Komite Audit pada Hubungan Transparansi Informasi dan
Kualitas Laporan Keberlanjutan

Variabel interaksi TIXIKA memiliki koefisien negatif -0,018 dengan nilai t -2,951 dan signifikansi
0,004 < 0,05. Meskipun signifikan, arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa independensi
komite audit melemahkan pengaruh transparansi informasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan,
sehingga H4 ditolak. Kondisi ini terjadi karena perusahaan yang sudah memiliki tingkat transparansi
tinggi telah membangun sistem pelaporan yang baik secara mandiri, sehingga peran pengawasan
komite audit menjadi kurang relevan. Dalam perspektif teori agensi, ketika asimetri informasi telah
berkurang melalui transparansi yang efektif, fungsi moderasi komite audit tidak lagi menjadi faktor
penentu utama. Temuan ini konsisten dengan Aprianti et al. (2022) dan Sriningsih & Wahyuningrum
(2022) yang menyatakan bahwa efektivitas independensi komite audit bersifat kondisional
tergantung pada praktik pelaporan yang sudah berjalan di perusahaan.
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KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi
terhadap kualitas laporan keberlanjutan dengan independensi komite audit sebagai variabel moderasi
pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2022-2024. Berdasarkan hasil analisis,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan pengungkapan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah
memenuhi elemen-elemen kebijakan pengungkapan secara komprehensif cenderung menghasilkan
laporan keberlanjutan dengan kualitas yang lebih baik. Dengan adanya pedoman yang jelas
membantu mengurangi asimetri informasi serta memastikan pelaporan keberlanjutan berjalan lebih
konsisten, akurat, dan sesuai dengan ketentuan.

Kedua, transparansi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keberlanjutan. Semakin tinggi tinggi tingkat transparansi informasi perusahaan dalam
menyampaikan informasi, maka kualitas laporan keberlanjutan yang dihasilkan akan mengalami
peningkatan secara baik. Transparansi informasi ini juga mendorong terciptanya akuntabilitas kepada
publik yang memaksa manajemen untuk lebih jujur dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan
keberlanjutan.

Ketiga, independensi komite audit memperkuat pengaruh kebijakan pengungkapan terhadap
kualitas laporan keberlanjutan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang
independen memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki efektivitas penerapan kebijakan
pengungkapan dalam perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih objektif, informasi yang
disampaikan dalam laporan keberlanjutan dapat lebih dipercaya.

Keempat, independensi komite audit tidak memperkuat pengaruh transparansi informasi
terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Pada perusahaan dengan tingkat transparansi yang tinggi,
sistem pelaporan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik tanpa bergantung pada peran moderasi
komite audit. Pengawasan komite audit yang independen cenderung membuat perusahaan lebih
berhati-hati dalam menyampaikan informasi, sehingga perannya dalam memperkuat hubungan
tersebut menjadi terbatas.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang patut menjadi perhatian, di antaranya

sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menguji kebijakan pengungkapan dan transparansi informasi sebagai
variabel independen, sehingga belum mencakup faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi
kualitas laporan keberlanjutan.

2. Variabel moderasi yang digunakan masih terbatas pada independensi komite audit, padahal
terdapat aspek tata kelola lain yang juga dapat memengaruhi hubungan antar variable.

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada sektor perbankan dengan tingkat regulasi tinggi, sehingga
hasilnya belum tentu dapat disamakan pada sektor lain dengan karakteristik yang berbeda.

4. Periode penelitian yang diamati masih terbatas, sehingga belum dapat menggambarkan
perkembangan praktik pelaporan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Saran

Mengacu pada hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian, sejumlah saran dapat disampaikan

sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerapan kebijakan pengungkapan dan
transparansi informasi untuk menghasilkan laporan yang lebih berkualitas dan informatif, yang
juga dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan.

2. Perusahaan perlu memperhatikan peran dan independensi komite audit dalam meningkatkan
efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pengungkapan dan kualitas pelaporan.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain, memperluas periode penelitian,
serta menggunakan objek yang berbeda agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai
praktik pelaporan keberlanjutan perusahaan.
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